5.1

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah Penulis olah dan diuraikan pada
bagian-bagian sebelumnya, hasil akhir dari penulisan ini mengarah kepada
2 (dua) kesimpulan :

1. Diketahui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun
2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita erat kaitannya dengan urusan
pertanahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Nomor 13 Tahun 2017 terdapat 3 (tiga) jenis pencatatan blokir. Jenis
pencatatan blokir yang dimaksud adalah Pencatatan blokir yang
dimohonkan oleh Orang Perorangan atau Badan Hukum, Penegak
Hukum, dan Kementerian. Dari ketiga jenis pencatatan blokir yang
disebutkan itu memiliki kekhasannya masing-masing. Pengaturan pada
setiap jenis pencatatan blokir yang ada pada Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 sudah jelas diuraikan sehingga
baik masyarakat maupun pihak lain seperti Penegak Hukum atau
Menteri dengan mudah memilih jenis mana yang tepat dan harus diikuti
mulai dari permohonan pencatatan hingga dicatatankannya blokir dalam
Buku Tanah dan Surat Ukur.

Selain itu di peraturan lain terlihat menyebutkan juga mengenai
pemblokiran yaitu di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240
tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Peraturan Menteri ini
menyebutkan adanya jenis pencatatan blokir yang dapat dilakukan
apabila adanya penggunaan keuangan Negara. Pemblokiran yang
dimaksud dilakukan terhadap Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Lain
milik Penanggung atau Penjamin Hutang. Tetapi di dalam peraturan
tidak mengatur secara lengkap dan jelas mengenai tata cara pemblokiran
serta tidak merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Nomor 13 Tahun 2017. Pada ketentuan pemblokiran dalam PMK ini
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juga terlihat bahwa yang dapat mengajukan permohonan pemblokiran
terbatas. Secara tidak langsung, ketentuan PMK No. 240/2016 hanya
menunjukkan bahwa oleh Menteri saja yang dapat mengajukan

permohonan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Dengan adanya 2 (dua) peraturan tentang pencatatan blokir yang dapat
digunakan sebagai rujukan bagi yang hendak melakukan pencatatan
blokir. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengajukan
permohonan pencatatan blokir. Apabila pemblokiran yang murni
berkaitan dengan pertanahan maka dapat menggunakan segala
ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13
Tahun 2017. Sedangkan apabila pemblokiran menyangkut keuangan
Negara dan barang yang menjadi jaminan berupa tanah maka dapat
menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 dan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017.

Pencatatan blokir yang dilakukan subjek hukum dinyatakan sah harus
dilakukan dengan mematuhi atau mengikuti segala pengaturan yang
sudah disusun oleh pihak yang berwenang. Keabsahan dapat dilihat
secara formal dan materiil. Secara formal, berkaitan dengan caranya.
Sebuah peraturan harus menciptakan adil yang proposional dengan
maksud apabila berkaitan dengan pertanahan saja itu mengikuti
ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun
2017 sedangkan apabila berkaitan juga dengan keuangan Negara maka
hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016.
Lalu keabsahan secara materiil melihat dari isinya. Yang dimana hukum
itu ada yang memberikan perintah dan ada yang dilarang. Dalam hal ini,
yang memberikan perintah adalah Menteri ATR, yang dilarang adalah
Pemilik Tanah sehingga menciptakan perlindungan yang dirasakan oleh

orang yang bersengketa dengan Pemilik Tanah.
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Dalam hal ini aturan yang harus dipatuhi terdapat 2 (dua) adalah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017
tentang Tata Cara Blokir dan Sita dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 240 tahun 2016. Pengaturan antara jenis pencatatan blokir Orang
Perorangan atau Badan Hukum dan Penegak Hukum tidak jauh berbeda
hanya saja ada syarat yang perlu diperhatikan adalah pada jenis Orang
Perorangan atau Badan Hukum wajib adanya hubungan hukum dengan
objek sedangkan Penegak Hukum dilakukannya pencatatan blokir untuk
kepentingan penyidikan. Untuk pencatatan blokir atas Inisiatif
Kementerian, diajukan dengan dasar perintah Menteri dan pertimbangan
keadaan yang mendesak. Berbeda dengan 2 jenis sebelumnya, yang
menetapkan pencatatan blokir pada jenis atas Inisiatif Kementerian

yaitu Kepala Kantor Wilayah.

Keabsahan pencatatan blokir dapat dikatakan apabila telah melewati
proses Pengkajian yang dimana proses itu merupakan tahapan terakhir
yang menentukan apakah diterima atau ditolaknya permohonan
pencatatan blokir. Untuk jenis pencatatan blokir Orang Perorangan atau
Badan Hukum dan Penegak Hukum, dikatakan sah untuk dilakukannya
pemblokiran jika sudah menerima keputusan dari Pejabat yang
melakukan Pengkajian yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala
Kantor Pertanahan untuk melakukan pencatatan blokir. Untuk jenis atas
Inisiatif Kementerian dikatakan sah jika telah menerima perintah
Menteri atau pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah BPN. Untuk
pencatatan blokir menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240
Tahun 2016, dikatakan sah jika Kepala Kantor Pelayanan telah
menerbitkan surat untuk pemblokiran lalu ditujukan kepada instansi
yang berwenang. Sejak saat itu pencatatan blokir dapat dinyatakan sah

dan ditindaklanjuti untuk dilakukan pencatatan.
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5.2

Saran

1. Dalam keadaan seseorang atau subjek hukum lain yang hendak

mengajukan pencatatan blokir terhadap sesuatu maka Kkiranya dapat
mematuhi tata cara blokir yang tepat. Para pihak sebaiknya memahami
dan merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13
Tahun 2017 untuk urusan pertanahan sedangkan apabila juga
menyangkut dengan urusan keuangan Negara dapat merujuk Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016, tidak hanya Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017.

Keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 perlu
dipertimbangkan karena dalam pengaturannya mengenai pemblokiran
yang mengajukan adalah dari pihak Kementerian Keuangan, sehingga
Menteri Agraria dan Tata Ruang sebaiknya juga memperhatikan
ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016.
Dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya menggunakan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun
2017 tetapi juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016

apabila menyangkut keuangan Negara.

Pencatatan blokir pada penulisan ini diketahui berkaitan dengan 2 jenis
masalah atau urusan yang berbeda fokusnhya yakni pertanahan dan
penggunaan keuangan Negara. Kepala Kantor Pertanahan selaku pihak
yang berwenang untuk mengabulkan permohonan sebaiknya lebih
cermat dan teliti. Dalam melakukan pengecekan terhadap permohonan
yang diajukan apakah hanya berkaitan dengan urusan pertanahan atau

juga berkaitan dengan keuangan Negara.

Kedua peraturan yang diteliti pada penulisan ini dapat dikatakan saling
rujuk merujuk tergantung pada urusan pihak yang mengajukan terlebih

mengenai adanya penggunaan keuangan Negara. Dengan keadaan

83



seperti itu, sebaiknya Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Menteri
Keuangan saling berkoordinasi atau bekerja sama. Koordinasi ini
dilakukan demi terhindar dari salah penafsiran dan dikarenakan
kewenangan untuk menetapkan pemblokiran ada pada Menteri Agraria

dan Tata Ruang.
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